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Abstrak: 

Penelitiann inii dituliss dengann tujuann untukk mengetahuii 

bagaimanaa hukum Islamm menanganii masalahh pengangkatann 

anak, hak-hakk anakk angkat, dann kedudukannyaa dalamn 

kewarisan. Penelitiann yuridiss normatiff inii menggunakann data 

kepustakaan. Hasill penelitiann menunjukkann bahwaa hukumm Islam 

tidakk mengakuii pengangkatann anakk yangg menjadikannya 

sebagaii anakk kandungg mutlak. Namun, orangg tuaa angkatt tetap 

harus memberikann hak-haknyaa sepertii sandang, makanan, dan 

pendidikan. Dalam hall warisan, anakk tidakk memilikii hakk 

terhadap hartaa wariss orang tua angkat. Namun, mereka dapatt 

menerimaa wasiatt untukk tidakk lebihh darii sepertiga (1/3) darii 

hartah yangg ditinggalkann orangg tuaa angkat. 

 

Kata Kunci : pPengangkatan, aAnak, Hukumm Islamm 

 

Abstract, Thiss studyy wass writtenn withh thee aimm off findingg 

outt howw Islamicc laww handless thee issuee off adoption, thee 

rights of adoptedd children, andd theirr positionn inn inheritance. 

Thiss normativee juridicall researchh usess libraryy data. Thee 

researchh resultss showw thatt Islamicc laww doess nott recognizee 

thee adoptionn of childrenn whichh makess themm absolutee 

biological children. hHowever, aadoptivee parentss stilll havee to 

provide theirr rightss such as cclothing, foodd andd education. Inn 

termss off inheritance, childrenn havee noo rightss to thee inheritance 

off theirr adoptivee parents. However, theyy cann receivee probatee 
forr no moree thann one-thirdd (1/3) off thee assetss leftt byy thee 

adoptivee parents. 
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A.PENDAHULUANn 

Anakk merupakann amanahh yangg berasall darii Tuhann Yangg Mahaa 

Esa, sehinggaa seorangg anakk haruss dijagaa dann dilindungii harkat, mmartabat, 

dann akhlaknyaa sebagaii manusia. Sebagian besar orangg yang sudah 

berkeluargaa tentuu menginginkann untukk mendapatkann anak, (Rusli, 2012). 

Tetapii tidakk semuaa pasangann suamii isterii ituu mempunyaii anakk darii 

rahimm isterii sendiri, dimanaa kehendakk mempunyaii anakk tidak tercapai. 

Manusia tidakk akann puass dengann apaa yangy dialaminya, sehinggaa berbagai 

usahaa dilakukann untukk memenuhii kepuasann tersebut. Pasangan suamii istri 

memilihh untukk mengangkatt anak atau mengadopsi sebagai solusinya, 

(Muderis, 1992). 

Faktanya, pengangkatann anakk telahh menjadii bagiann darii adatt 

istiadatt masyarakatt Islamm dii Indonesiaa dann telahh merambahh praktikk 

peradilann agamaa berdasarkann landasann hukumm Undang-Undangg Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinann dann Kompilasii Hukum Islam. Perlu 

ditegaskann bahwaa pengangkatann anakk haruss dilakukann melaluii prosedurr 

yangg sahh dann haruss adaa keputusann pengadilan. Hakikatt pengangkatann 

anakk adalahh suatuu perbuatann hukumm yangg tidakt dapatt dianggapp hanya 

sekedar hasill kesepakatann antaraa duaa pihak, pengangkatann anak harus 

melalui suatu badann yangg berwenangg dann sahh untukk mengambill 

keputusan. Pengangkatann anakk jugaa terjadii sepertii tradisii Barat, dimana 

statuss anakk menjadii anakk kandungg dann tindakann tersebutt tidakk 

dibenarkann menurutt hukumm Islam. Penerapann syariatt Islamm haruss 

menjadii salah satu caraa untukk mengatasii berbagaii tantangann dan 

permasalahann yangg dihadapii umatt Islam. 

Dalamm Pasall 50 Undang-undangg Nomor 49 Tahunn 2009 Tentangg 

Perubahann Keduaa Atass Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang 

Peradilan Umumm yangg menyatakan: “Pengadilan Negerii bertugass dan 

berwenangg memeriksa, mmemutus, dann menyelesaikann perkaraa pidanaa dan 

perdataa dii tingkatt pertamaa” merupakann kewenangann Pengadilan Negeri 
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untukk mengesahkann Pengangkatann Anak. Jadi, padaa dasarnyaa semuaa kasus 

pidanaa maupunn perdataa merupakann kewenangann peradilann umum, kecualii 

ada ketentuann lainn dalamm Undang-undangg yangg menentukan bahwaa 

terhadapp perkara-perkaraa perdataa tertentuu menjadii kewenangann pengadilan 

dalamm lingkungann peradilann lainn (Ahmad, 2010). Termasukk permohonan 

untukk mendapatkann penetapann terhadapp pengangkatann anak. 

Dalamm peraturann perundang-undangann sepertii Peraturann Pemerintah 

RI No. 54 Tahun 2007 Tentangg Pelaksanaann Pengangkatann Anakk terdapat 

syarat-syaratt mengenaii pengajuann penetapan pengangkatann anak di 

Pengadilann Negeri, sepertii isii suratt permohonan, persyaratann calonn orangg 

tuaa angkat, persyaratann anak. untukt persetujuan dan dokumen lainnya untuk 

dilengkapi. 

Hakim dalam memutuskan setiap putusan atauu penetapan harus 

memperhatikann segalaa aspekk baikk ituu bersifatt yuridis, sosiologis, dan 

filosofis, sehinggaa tercapainyaa suatuu keadilan, diwujudkan, dann putusann 

hakimm dapatt dipertanggungg jawabkan. Putusann hakimm adalahh putusann 

yangg haruss adill yangg berdasarkann padaa keadilann hukumm (legal justice), 

keadilann masyarakatt (social justice), dann keadilann moral (moral justice) 

(Lilik, 2006). 

B.METODE PENELITIAN.n 

 
Penelitiann inii merupakann penelitiann kepustakaan (library research) 

menggunakan metodee penelitiann kualitatiff dengann caraa deskriptif, dengan 

memfokuskann pembahasan n   penelitiann tentangg statuss hukum Pengangkatann 

Anakk Dalamm Persepektiff Hukumm Iislam . Penelitiann inii dipandang relevan dengan 

menggunakann metode kualitatif karenaa memenuhii karakteristikk penelitiann 

kualitatiff, terutamaa dalamm hall pengungkapann dataa secaraa mendalam. 

 

C.PEMBAHASAN KAJIAN MATERI.n 

1.Pengangkatann Anakk dalamm Hukumm Islamm 

Secaraa istilahh menurutt Wahbahh al-Zuhailii pengertiann pengangkatan 

anak (tabanni) adalahh Pengambilann anakk yangg jelass nasabnyaa yang 

dilakukann olehh seseorang, laluu anakk tersebutt dii nasab-kann untukk dirinya. 

Dalamm istilahh lain, tabannii adalahh seorangg laki-lakii maupunn perempuan 
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yangg dengann berniatt menasabkann seorangg anakk kepadaa dirinyaa walaupun 

anakk tersebutt sudahh memilikii nasabb yangg jelass pada orangtuaa 

kandungnya. Pengangkatann anakk dengann pengertiann diatas sudahh jelas 

bertentangann dengann hukumm Islam, makaa darii ituu menasabkann seorang 

anaka kepadaa orangg lainn yangg bukann nasabnyaa haruss dibatalkann (Kamil, 

2010).  

Dalamm Al-Qurann Suratt Al-Ahzabb ayat 4-5 dijelaskann bahwa, 

Pengangkatann anakk dalamm Hukumm Islamm terbatass padaa perlakuan 

sebagaii anakk darii segii menyayangi, memelihara, memberikann nafkah, 

pendidikann dann segalaa kebutuhannya, bukann diperlakukann sebagaii anak 

kandungg sendiri, yangg bertentangann dengann hukumm Islam yaitu 

mengangkatt (adopsi) anakk dengann memberikann statuss yangg samaa kepada 

anakk angkatt dengann anakk kandungnya. 

Pengangkatann (adopsi) anakk menurutt hukumm Islamm hanyaa dapat 

dilakukann apabilaa memenuhii kebutuhann sebagaii berikut: Pertama, Tidak 

memutuskann hubungann darahh dengann anakk diangkatt terhadapp orangg tuaa 

kandungg dann keluarga, darii ketentuann inii jelass melarangg untukk 

mengangkatt anakk dengann maksudd menjadikann anakk kandungg dalamm 

segalaa hall yangg akann menghilangkann atauu memutuskann hubungann atau 

kedudukann hakk orangg tuaa kandungg dann dapatt merombakk ketentuann 

mengenaii waris. Kedua, Anakk angkatt tidakk mendapatkann warisann dari 

orangg tuaa angkatnya, sebaliknyaa tetapp sebagai pewariss orang tua 

kandungnya, laluu orangg tuaa angkatk tidakk berhakk sebagaii pewariss darii 

anakk angkatnya. Ketiga, Anakk angkatt tidakk berhakk menggunakann nama 

orangg tuaa angkatnyaa kecualii sekedarr tandaa pengenal/alamat. Keempat, 

Orangg tuaa angkatt tidakk bisaa bertindaskk sebagaii Walii dalamm Pernikahan 

anakk angkatnyaa (Habiburrahman, 2011). 

Darii ketentuann dii atass jelass bahwaa pengangkatann anakk menurut 

hukumm Islamm adalahh pengasuhann anakk dengann tujuann agarr anakk 

tersebut tidakk terlantarr dalamm pertumbuhan dann perkembangannya. 

Pengasuhann anakk ditujukann kepadaa orangg tuaa yangg anaknyaa tidakk 



5 
 

dapatt atauu tidakk dapatt menjaminn terselenggaranyaa hak-hakk jasmani, 

rohani, rohani, dann sosialnya. Olehh karenaa itu, pengasuhann meliputii 

mengasuhh anak, mendidiknya, melatihh akall budinya, dann mengarahkann 

bakatnyaa agarr memperolehh keterampilann hinggaa iaa dewasaa atauu mampuu 

menghidupii dirinyaa sendiri. 

Olehh karenaa itu, anakk angkatt dalamm Islam, tidakk lebihh sebagaii 

hakk hadhanahh dann dapatt sebagaii kuasa/walii dalamm bertindakk hukumm 

untukk anakk yangy belumm dewasa. Bilaa terjadii sengketaa terhadapp 

hadhanah, makaa anakk tidakk dapatt disamakann dengann hukumm kebendaann 

yangg dapatt di eksekusii . Hall ini, dalamm rangkaa meresponn perlindungan 

terhadapp hak-hakk anak. Sedangkann Pengangkatann anakk dalamm pengertian 

yang terbatas, kedudukann hanyaa diperbolehkan bahkan dianjurkan. 

Pengangkatann anakk yang diutamakann adalahh memperlakuann anakk sebagai 

anakk dalamm segii menyayangi, memelihara, pemberiann nafkah, pendidikan, 

dann segalaa kebutuhannya, tidakk diperlakukann sebagaii anakk kandungnya 

sendirii, (Alimudin 2015: 18). 

 

2.Hukumm Pengangkatann Anakk dann Statuss Anakk dalamm Islamm 

Menurutt Wahbahh az-Zuhaili, adaa limaa macamm hakk anakk terhadap 

orangg tuanya, yaituu hakk nasab, hakk radla, hakk hadhanah, hakk walaya, dann 

hakk makan. Hak-hakk tersebutt akann dijelaskann sebagaii berikut: Pertamaa, 

hak nasabb adalahh pengakuann sy’ra atass hubungann anakk dengan marga 

ayahnya sehinggaa anakk tersebutt menjadii salah satuu keluarga yang 

mempunyaii silsilahh. Kedua, hakk radla’ adalahh hakk anakk untukk 

memperolehh zatt gizii dasarr melaluii ASI. Seorangg ibuu adalahh Tuhann atas 

urusannya, baikk diaa menikahh dengann anaknyaa atauu bercerai, waktuu 

perceraiann sudahh berakhir.  

Ketigaa, keistimewaann hadhanahh menurutt bahasanya adalah 

meletakkann sesuatuu dii dekatt tulangg rusuk, misalnyaa membawaa sesuatuu 

atauu meletakkann sesuatu dii pangkuan. Menurutt fiqh, hadhanahh adalahh 

tanggungg jawabb mengasuh, membesarkann atauu membesarkann seorangg anak 
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atauu anakk kecill sejakk lahirr hinggaa dapatt menguruss atauu menguruss 

dirinya sendiri. Keempat, kewenangan walaya adalah meneruskan dan 

menyelesaikann pendidikann anaka sampaii dewasa, menjagaa hartaa bendaa dan 

mengaturr hartaa bendaa anakk kecill sertaa mengasuhh dann mengawinkann anak 

perempuann. Kelima, perwaliann merupakann tanggungg jawabb orangg tuaa atau 

sanakk saudara. untukk tunjangann anak.  

Pengangkatann anakk dalamm Islam tidakk mengubahh hubungann 

hukum, nasabb dann mahramm antaraa anakk angkatt dengann orangg tuaa dan 

keluarganya. Pengangkatann anakk dalamm Islamm tidakk mengubahh statuss 

anakk angkatt menjadii anakk kandungg dann statuss orangg tuaa angkatt menjadi 

orangg tuaa kandung, yangg dapatt salingg mewarisii sebagaii anakk kandung. 

Hanya sajaa adaa perubahann kewajibann dalamm merawat, memelihara, dan 

memberikan pendidikan. 

Sayyidd Sabiq, menyatakann bahwaa merawatt anakk yangg terlantarr 

tanpa memutuskann nasabb orang tua kandungnyaa merupakann wajibb 

hukumnya karena masyarakat bertanggungg jawab dalam melaksanakan 

kewajibann kifayah, tetapii hukumm tersebutt bisaa berubahh menjadii fardlu’ain 

apabilaa seseorangg menemukann anakk terbuangg di tempatt yang 

membahayakann nyawaa anakk tersebut, dann anakk tersebutt akann ditetapkan 

kee Islamanyaa apabilaa diaa ditemukann di negerii kaumm musliminn dann 

barang siapaa yangg mengakuii nasabb anakk tersebut, baikk diaa laki-laki 

maupunn perempuan, makaa anakk tersebutt dinisbatkann kepadanya, selagaii 

keberadaann anakk ituu memungkinkann karenaa didalamnyaa terdapatt maslahat 

anakk tersebutt tanpaa merugikann orangg lain. Apabilaa anakk ituu diakuii lebih 

darii satuu orangg makaa nasabnyaa ditetapkann bagii orangg yangg menunjukan 

bukti atass pengakuanya, apabila merekaa menunjukan buktii maka anakk 

dihadapkann kepada ahli nasab yang mengetahui nasab manusia melalui 

keserupaan, dann ketikaa ahlii nasab telahh menetapkann nasabnyaa maka 

ketetapann inii diterimaa apabilaa diaa adalahh seorangg laki-lakii yangg 

mukallaf, adil, dann telahh terbuktii ketetapanyaa (Sayyid Sabiq, 2007). 
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Mengangkatt anakk yatimm tujuannyaa utamanyaa untukk memeliharaa 

dann mendidikk tanpaa menasabkann padaa dirinya, makaa ituu adalahh sifatt 

dipuji oleh Allah Swt. Ulamaa kontemporerr sepertii Yusuff al-Qaradlawii 

berpandangann bahwaa mengangkatt anakk dann menisbatkann nasabb kepadaa 

bapakk angkatt adalahh haram. Apabilaa pembagiann warisann terhadap anak 

sedirii disamakann dengann anakk angkat. Mengasuhh anakk orangg lainn atau 

anakk yatimm ituu perbuatann mulia, laluu menjadikann anakk angkatt sebagaii 

ahli wariss adalahh suatuu hall yang bertentangann dengann ketentuann nash. 

Seluruhh ulama mengatakann dibolehkann mengangkatt anakk sebatas 

memelihara, mengasuhh dann pendidikan, bukann untukk memberikann status 

sepertii layaknyaa anakk kandung. Berdasarkann hall tersebut, kalangann ulama 

mazhabb mengajukann solusii untukk memberikann hartaa wariss terhadapp anak 

angkatt melaluii wasiatt wajibahh (Habiburrahman, 2011). 

Ketentuan pewarisann dengann wasiatt orang tua angkat diatur dalam 

pasal 209 KHI, sesuaii dengann teorii mashlahahh al-ummah,makaa anakk angkat 

dapatt bagiann darii wasiat wajibahh dengann hartaa warisann dengann 

rekontruksi pemikiran sebagai berikut: 

1. Bahwa dalam Islam, anak angkat di bolehkan hanya sebatas 

memelihara, pendidikan, pengayoman dann dilarangg memberii status 

layaknyaa anakk kandung sendiri. Kalimat inii hendaklahdimuatt 

dalamm pertimbangann hukum, setiap putusan/penetapan 

pengangkatann anakk olehh Pengadilann Agama. 

2. Bahwaa orangg tuaa angkatt dapatt memberikann hartanyaa kepada 

anakk angkatt berdasarkann wasiatt yangg tidakk bolehh melebihi 1/3 

hartaa orangg tuaa angkatnyaa yangg telahh meninggal. 

3. Bahwaa bilaa adaa sengketaa dengann statuss anakk angkatt makaa 

haruss disidangkann olehh putusann Pengadilan. 

4. Bahwaa bilaa adaa sengketaa tentangg wasiat wajibahbagi anak 

angkat, makaa haruss diputuskann dipengadilann yangg mengatakan: 

anakk angkatt berhakk atauu tidakk atass wasiatt wajibahdalamm 

praktikk kumulasii dalamm sengketaa kewarisan , tetapii petitumm 
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khususs untukk menyatakann berhakk mendapatkann wasiatt wajibah 

tidakk ada, karenaa ketentuan dalamm KHI bersifatt imperatif, 

harusnyaa bersyaratt kepadaa nash Al-Qur’ann yangg mengisyaratkann 

bagii pewariss meninggall dunia, (Sayyid Sabiq 2007: 983). 

 

D.KESIMPULANn 

Perspektiff hukumm Islamm tentangg pengangkatann anakk menyatakan 

bahwaa pengangkatann anakk tidakk bolehh memutuskann nasabb antaraa anak 

dan orang tuaa kandungnya. Hall inii akann berdampakk padaa sistemm 

perkawinan dann wariss yangg akann datang. Untukk menanganii masalah 

pengangkatann anak, pemerintahh telah mengeluarkan undang-undangg 

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untukk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Salah satuu tanggungg jawabb orangg tuaa angkatt adalahh 

memenuhi semuaa kebutuhann anakk angkat, termasuk tanggungg jawab, 

pendidikan, dann kasihh sayang. Dalamm hall harta, anakk angkatt tidakk 

memilikii hakk wariss darii orangg tuaa angkat. Namun, orangg tuaa angkatt 

dapatt memberikann wasiatt untukk tidakk lebihh darii sepertigaa darii hartaa 

yang ditinggalkan.  
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